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Abstrak 

 

Roya Partial Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sifat Hak 

Tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga Roya Partial dapat dilaksanakan dengan syarat 

janji adanya Roya Partial diperjanjikan terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Namun, berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan 

undang-undang tersebut. Kedua peraturan yang saling bertentangan tersebut dapat diatasi dengan 

terbitnya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Atas Nama Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-494-D.IV tanggal 8 Februari 2000 yang ditujukan kepada 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di seluruh Indonesia bahwa 

pelaksanaan Roya Partial kembali tunduk pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Dan Pelaksanaan Roya Partial di Kantor Pertanahan  Kota 

Semarang setelah terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dalam praktek 

tetap berpegang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. 

  

Kata kunci: Jaminan, Hak Tanggungan, Roya Partial 

 

Abstrack 

 

Partial Dilation stipulated in Article 2 paragraph (2) on Law of Responsibility Rights. 

This provision is an aberration of nature Mortgage that can not be divided, so that Partial 

Dilation can be implemented on condition that their appointment agreed beforehand in Deed 

Granting Mortgage. However, the enactment of Regulation of the State Minister of Agriculture 

Number 3 Year of 1997 is contrary to the law. Both conflicting regulations can be addressed with 

the issuance of Circular Deputy Measurement and Land Registration on Behalf of the National 

Land Agency Number 600-494-D.IV dated 8 February 2000 addressed to the Head Office of the 

National Land Agency of the Province throughout Indonesia that Partial Dilation implementation 

re subject to Article 2 paragraph (2) on Law of Responsibility Rights. And Implementation of Roya 

Dilation in Land Office of Semarang after the publication of the Regulation of the State Minister of 

Agriculture Number 3 Year of 1997 in practice to stick to Article 2 paragraph (2) on Law of 

Responsibility Rights. 
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I. PENDAHULUAN 

Bila objek yang dijadikan 

jaminan dengan dibebankan Hak 

Tanggungan lebih dari satu, 

maka ketika pemberi Hak 

Tanggungan telah melunasi 

sebagian utangnya dapat 

dilakukan Roya Partial dengan 

diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 

2 ayat (2) UUHT, yang 

menyebutkan:  

Apabila Hak Tanggungan 

dibebankan pada beberapa hak 

atas tanah, dapat diperjanjikan 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, 

bahwa pelunasan utang yang 

dijamin dapat dilakukan dengan 

cara angsuran yang besarnya 

sama dengan nilai masing-

masing hak atas tanah yang 

merupakan bagian dari objek 

Hak Tanggungan, yang akan 

dibebaskan dari Hak 

Tanggungan tersebut, sehingga 

kemudian Hak Tanggungan itu 

hanya membebani sisa objek 

Hak Tanggungan untuk 

menjamin sisa utang yang belum 

dilunasi.  

Dengan adanya pasal ini, 

sifat Hak Tanggungan yang 

tidak dapat dibagi-bagi dapat 

disimpangi dengan syarat hal 

tersebut diperjanjikan terlebih 

dahulu dalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan. Bagi orang 

awam yang tidak mengetahui 

ketentuan ini, bila ia telah 

melunasi sebagian utangnya 

yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan tetapi tidak 

diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungannya bila 

pembayarannya dapat dilakukan 

secara angsuran, maka tidak 

dapat dilakukan Roya Partial, 

sehingga keadaan tersebut 

seringkali menyulitkan para 

pemberi Hak Tanggungan yang 

telah melunasi sebagian 

utangnya. 

Dalam Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

Pasal 124 ayat (1) dan (2), 

terdapat ketentuan lain yang 

mengatur tentang Roya Partial 

yang menyebutkan: 

1. Pendaftaran hapusnya Hak 

Tanggungan atas sebagian 

objek Hak Tanggungan 

dapat dilakukan berdasarkan 

pelunasan sebagian utang 

yang dijamin, dengan 

ketentuan bahwa: 

a. Objek Hak Tanggungan 

terdiri dari beberapa 

hak, dan 

b. Kemungkinan hapusnya 

sebagian Hak 

Tanggungan karena 

pelunasan sebagian 

utang tersebut 

diperjanjikan di dalam 

Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. 

2. Pendaftaran hapusnya Hak 

Tanggungan atas sebagian 

objek Hak Tanggungan juga 

dapat dilakukan walaupun 

tidak memenuhi ketentuan 

ayat (1) berdasarkan 

pelepasan Hak Tanggungan 
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atas sebagian objek Hak 

Tanggungan oleh pemegang 

Hak Tanggungan yang 

dituangkan dalam akta 

otentik atau surat 

pernyataan di bawah tangan 

dengan mencantumkan 

secara jelas bagian dari 

objek Hak Tanggungan 

yang dibebaskan dari beban 

Hak Tanggungan itu. 

Dari ketentuan di atas, 

dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan dari Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Hak 

Tanggungan dengan Pasal 124 

ayat (2) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997, karena dalam Pasal 

124 ayat (2) tersebut disebutkan 

bahwa pendaftaran hapusnya 

Hak Tanggungan atas sebagian 

objek Hak Tanggungan dapat 

dilakukan berdasarkan pelepasan 

Hak Tanggungan atas sebagian 

objek Hak Tanggungan oleh 

pemegang Hak Tanggungan 

yang dituangkan dalam akta 

otentik atau surat pernyataan di 

bawah tangan dengan 

mencantumkan secara jelas 

bagian dari objek Hak 

Tanggungan yang dibebaskan 

dari beban Hak Tanggungan itu, 

tanpa harus diperjanjikan 

terlebih dahulu dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. 

Dengan adanya ketentuan 

tersebut maka dapat memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan 

Roya atas sebagian objek Hak 

Tanggungan yang telah dilunasi. 

Berdasarkan apa yang 

telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

masalah pengaturan dan 

pelaksanaan  Roya Partial di 

Kantor Pertanahan Kota 

Semarang. 

 

II. METODE 

Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan 

yuridis-empiris, yaitu suatu 

pendekatan masalah dengan cara 

meninjau peraturan-peraturan 

yang telah diberlakukan dalam 

masyarakat sebagai hukum 

positif dengan peraturan 

pelaksanaannya termasuk 

implementasinya di lapangan.1 

Pendekatan yuridis-

empiris ini merupakan cara yang 

dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian 

dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer 

di lapangan.2 

Yang dimaksud dengan 

meneliti data sekunder yaitu 

meneliti tentang peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur tentang Roya Partial 

Hak Tanggungan, kemudian 

selanjutnya meneliti data primer 

yang didapat langsung di 

lapangan yaitu bagaimana 

kenyataannya dalam praktik 

pelaksanaan Roya Partial Hak 

Tanggungan di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang. 

                                                             
1Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, 
(Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 34. 
2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 52. 
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Spesifikasi di dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan teori-

teori hukum yang menjadi objek 

penelitian. Demikian juga 

hukum dalam pelaksanaannya di 

dalam masyarakat yang 

berkenaan objek penelitian.3 

Spesifikasi ini digunakan untuk 

melukiskan dan memaparkan 

secara analitis hal-hal dan 

permasalahan yang dihadapi, 

dikaitkan dengan teori hukum 

dan peraturan hukum positif 

yang ada dan berlaku mengenai 

pelaksanaan Roya Partial Hak 

Tanggungan.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan tentang Roya 

Partial Hak Tanggungan 

Berdasarkan sifat Hak 

Tanggungan yang tidak dapat 

dibagi-bagi, maka Roya Partial 

tidak dapat dilakukan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan yang 

menyatakan, bahwa Hak 

Tanggungan membebani secara 

keseluruhan objek Hak 

Tanggungan dan setiap bagian 

daripadanya. Telah dilunasinya 

sebagian dari utang yang dijamin 

tidak berarti terbebasnya 

sebagian objek Hak Tanggungan 

dari beban Hak Tanggungan, 

melainkan Hak Tangggungan 

tetap membebani secara 

keseluruhan objek Hak 

                                                             
3Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106. 

Tanggungan untuk sisa utang 

yang belum dilunasi (penjelasan 

Pasal 2 ayat (1) UUHT).  

Namun ketentuan tersebut 

dapat disimpangi dengan 

diaturnya ketentuan lain dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. Ketentuan ini 

pun menjadi ketentuan yang 

menyimpangi sifat Hak 

Tanggungan yang tidak dapat 

dibagi-bagi, Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan menyatakan: 

Apabila Hak Tanggungan 

dibebankan pada beberapa hak 

atas tanah, dapat diperjanjikan 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, 

bahwa pelunasan utang yang 

dijamin dapat dilakukan dengan 

cara angsuran yang besarnya 

sama dengan nilai masing-

masing hak atas tanah yang 

merupakan bagian dari objek 

Hak Tanggungan, yang akan 

dibebaskan dari Hak 

Tanggungan tersebut, sehingga 

kemudian Hak Tanggungan itu 

hanya membebani sisa objek 

Hak Tanggungan untuk 

menjamin sisa utang yang belum 

dilunasi. 

Dari ketentuan tersebut di 

atas maka dapat diketahui bahwa 

Roya Partial dapat dilakukan 

apabilah janji akan adanya Roya 

Partial telah diperjanjikan 

terlebih dahulu dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. 

Mengenai  dua peraturan 

yang saling bertentangan  yaitu 

antara Pasal 2 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan dan 

Pasal 124 ayat (2) Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, yang mengatur Roya 

Partial, di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang dalam 

pelaksanaan Roya Partial 

berpegang pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, bahwa untuk dapat 

dilaksanakan Roya Partial 

mengenai janji akan adanya 

Roya Partial harus diperjanjikan 

terlebih dahulu dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. Hal ini 

sesuai dengan Surat Edaran 

Deputi Bidang Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah Atas Nama 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 600-494-D.IV 

tanggal 8 Februari 2000 yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi di seluruh 

Indonesia, yang isinya antara 

lain berbunyi : 

Pendaftaran hapusnya Hak 

Tanggungan atas sebagian objek 

Hak Tanggungan hanya dapat 

dilakukan apabila objek Hak 

Tanggungan terdiri dari 

beberapa hak atas tanah dan/atau 

beberapa hak atas satuan rumah 

susun dimana kemungkinan 

hapusnya sebagian objek Hak 

Tanggungan tersebut telah 

diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (Pasal 2 Undang-

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996). 

Dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran Deputi bidang 

Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah Nomor 600-494-D.IV, 

maka Kantor Pertanahan Kota 

Semarang kembali menerapkan 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan secara utuh dalam 

pelaksanaan Roya Partial. 

Selain berdasarkan Surat 

Edaran tersebut, sesuai dengan 

asas lex superior derogat legi 

inferiori bahwa peraturan yang 

di atas menjadi acuan bagi 

peraturan di bawahnya, dan 

peraturan yang ada di bawah 

tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang ada di atasnya. 

Apabila terjadi pertentangan, 

maka yang berlaku adalah 

peraturan yang lebih tinggi. Hal 

ini berarti Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan lah yang berlaku 

untuk mengatur mengenai 

pelaksanaan Roya Partial, karena 

kedududukan pasal dalam 

undang-undang tersebut lebih 

tinggi dari Pasal 124 ayat (2) 

Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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B. Pelaksanaan Roya Partial Hak 

Tanggungan di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

setelah Terbitnya Peraturan 

Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

Sebelum mengajukan 

permohonan Roya Partial, 

terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi, persyaratan 

tersebut sesuai dengan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan, sebagai 

berikut: 

1. Formulir permohonan yang 

sudah diisi dan 

ditandatangani pemohon atau 

kuasanya di atas materai 

cukup; 

2. Surat kuasa apabila 

dikuasakan; 

3. Identitas diri pemegang hak 

dan atau kuasanya (fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk yang 

telah dilegalisir oleh Pejabat 

yang berwenang) yang telah 

dicocokkan dengan aslinya 

oleh petugas loket; 

4. Fotokopi akta pendirian dan 

pengesahan badan hukum 

yang telah dicocokkan 

dengan aslinya oleh petugas 

loket, bagi badan hukum; 

5. Sertipikat Hak Atas Tanah; 

6. Sertipikat Hak Tanggungan; 

7. Consent Roya, apabila tidak 

diserahkan sertipikat Hak 

Tanggungan: 

8. Surat keterangan tentang 

hapusnya sebagian Hak 

Tanggungan yang dibuktikan 

dengan pernyataan dari 

kreditor bahwa utangnya  

telah dilunasi sebagian. 

Setelah persyaratan 

tersebut dipenuhi, maka pihak 

kreditor akan mengajukan 

permohonan kepada Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

untuk memintakan Roya atas 

sebagian objek Hak Tanggungan 

yang sudah dibayar piutangnya. 

Atas permohonan tersebut, 

Kantor Pertanahan Kota 

Semarang akan melakukan 

perubahan data dalam buku-

tanah Hak Tanggungan dengan 

cara melakukan roya. Proses 

Roya Partial di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

memerlukan waktu kurang lebih 

1 (satu ) bulan. 

Pelaksanaan Roya Partial 

di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang hanya dapat dilakukan 

bila klausula mengenai Roya 

Partial dimuat dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. Bila tidak 

terdapat klausula tersebut dalam 

Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, 

maka Roya Partial tidak dapat 

dilakukan. Hal ini karena Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

dalam pelaksanaan Roya Partial 

berpegang pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 
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Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan.4 

Dalam pelaksanaan Roya 

Partial di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang terdapat 

permasalahan yang timbul, yaitu 

setelah berlangsungnya 

perjanjian kredit, pada suatu saat 

debitor menghendaki untuk 

melunasi sebagian utangnya, 

padahal pada pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungannya 

tidak diperjanjikan terlebih 

dahulu adanya Roya Partial. 

Sehingga Roya Partial tidak 

dapat dilakukan, karena di 

Kantor Pertanahan Kota 

Semarang syarat utama untuk 

dapat dilaksanakannya Roya 

Partial adalah dilihat pada Akta 

Pemberian Hak Tanggungannya 

apakah menyebutkan adanya 

klausula Roya Partial atau 

tidak.5 

Menurut Agung Basuki, 

bila hal tersebut terjadi, maka 

Kantor Pertanahan Kota 

Semarang akan menolak untuk 

dilaksanakannya Roya Partial 

dengan memberi catatan bahwa 

tidak adanya klausula mengenai 

Roya Partial dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan, catatan 

tersebut ditulis pada surat 

permohonan Roya Partial yang 

                                                             
4 Wawancara dengan Agung Basuki selaku 
staf Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan & 
PPAT di Kantor Pertanahan Kota Semarang, 
29 Desember 2015. 
 
5 Wawancara dengan Agung Basuki selaku 
staf Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan & 
PPAT di Kantor Pertanahan Kota Semarang, 
29 Desember 2015. 
 

telah diajukan kreditor kemudian 

dikembalikan lagi kepada 

kreditor yang bersangkutan. 

Penolakan tersebut 

dilakukan karena Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

hanya berpegang pada Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Pasal 2 

ayat (2), meskipun telah terbit 

Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Pasal 124 ayat (2) yang 

menghendaki pelaksanaan Roya 

Partial tanpa diperjajikan 

terlebih dahulu dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. 

Kebijakan tersebut juga 

berdasarkan Surat Edaran Deputi 

Bidang Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah Atas Nama 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 600-494-D.IV 

tanggal 8 Februari 2000 yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi di seluruh 

Indonesia bahwa pelaksanaan 

Roya Partial kembali tunduk 

pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Hak Tanggungan, yang 

isinya antara lain berbunyi : 

Pendaftaran hapusnya Hak 

Tanggungan atas sebagian objek 

Hak Tanggungan hanya dapat 

dilakukan apabila objek Hak 

Tanggungan terdiri dari 

beberapa hak atas tanah dan/atau 

beberapa hak atas satuan rumah 

susun dimana kemungkinan 

hapusnya sebagian objek Hak 
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Tanggungan tersebut telah 

diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996). 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Roya Partial Hak Tanggugan 

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Ketentuan ini 

merupakan penyimpangan dari 

sifat Hak Tanggungan yang 

tidak dapat dibagi-bagi, sehingga 

Roya Partial dapat dilaksanakan 

dengan syarat janji adanya Roya 

Partial diperjanjikan terlebih 

dahulu dalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan. Mengenai 

peraturan yang saling 

bertentangan, yaitu antara Pasal 

2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dan Pasal 124 

ayat (2) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

yang mengatur mengenai Roya 

Partial, dapat diatasi dengan 

terbitnya Surat Edaran Deputi 

Bidang Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah Atas Nama 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 600-494-D.IV 

tanggal 8 Februari 2000 yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi di seluruh 

Indonesia bahwa pelaksanaan 

Roya Partial kembali tunduk 

pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. 

2. Pelaksanaan Roya Partial di 

Kantor Pertanahan  Kota 

Semarang setelah terbitnya 

Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 dalam praktek tetap 

berpegang pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996, yaitu Roya Partial 

dapat dilaksanakan apabila janji 

adanya Roya Partial 

diperjanjikan terlebih dahulu 

dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. 

Mengenai pelaksanaan Roya 

Partial yang tidak diperjanjikan 

sebelumnya dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan, 

maka Roya Partial tidak dapat 

dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang, 

karena hal ini sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dan Surat 

Edaran Deputi Bidang 

Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah Atas Nama Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 

600-494-D.IV tanggal 8 Februari 

2000. 

 

SARAN 

1. Pada dasarnya ketentuan yang 

ada dalam dalam Pasal 124 ayat 

(2)  Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah 

dapat memudahkan masyarakat 

dalam pelaksanaan Roya Partial 

atas hak atas tanahnya yang 

menjadi jaminan kredit, namun 

karena peraturan tersebut 

bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan, maka 

ada baiknya agar unsur-unsur 

yang ada dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah dapat dijadikan 

pertimbangan dalam merevisi 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan.  

2. Pemerintah hendaknya dapat 

mensosialisasikan kembali 

kepada masyarakat bahwa 

pelaksanaan Roya Partial 

kembali tunduk pada Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan 

khususnya Pasal 2 ayat (2), 

bahwa untuk dapat dilaksanakan 

Roya Partial harus diperjanjikan 

terlebih dahulu dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. Hal ini 

sangat penting, terutama untuk 

menghindari terjadinya kendala-

kendala dalam pelaksanaan 

Roya Partial. 
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